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KATA PEGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu
Wa Ta’ala, karena atas karunia-Nya Rumah Sakit Umum
Pengayoman Cipinang dapat merumuskan dan menyusun
Laporan Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja Rumah Sakit
Umum Pengayoman Cipinang ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban tugas dan fungsi dalam rangka

mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan
Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang Tahun 2021 juga merupakan
salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-
prinsip Good Governance, sebagai langkah tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang
Tahun 2021, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa depan
pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang dapat
diselenggarakan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong terciptanya sistem
penyelenggaraan pemasyarakatan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip Good

Governance.

Akhir kata ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat

dalam penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang Tahun 2021.

Jakarta, 11 Januari 2022
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggung jawaban secara periodik.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Kementerian Hukum
dan HAM merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan
tugas dan fungsi serta urusan yang menjadi kewenangannya. Perubahan rencana strategis
tersebut menyebabkan perubahan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan
oleh masing-masing unit eselon I. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana
strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja, dievaluasi melalui
penyampaian laporan kinerja yang dilakukan setiap tahun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan
sumber daya berupa anggaran dan sumber daya manusia, maka sasaran yang ingin dicapai
pada pada tahun 2021 ditetapkan dengan dokumen perencanaan kinerja. Dokumen
perencanaan kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja dan
menilai keberhasilan rumah sakit tahun 2021. Dokumen perencanaan kinerja tersebut
diuraikan sasaran-sasaran dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM yang
diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya yang
diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan
pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai dalam periode 2020 - 2024, program-
program dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing
sasaran.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2021, beberapa
capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang
dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Padatahun 2021 memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 204.848.007.000;

2. Pengukuran kinerja yang dilakukan pada 2 (dua) program dan 2 (dua) sasaran kegiatan
serta untuk pengukurannya menggunakan 14 indikator kinerja yang ditetapkan dalam
dokumen perjanjian kinerja tahun 2021, tingkat pencapaian kinerja sebesar 99,86 %;

3. Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah;
3.1. Penegakan dan Pelayanan Hukum;

3.2. Dukungan Manajemen
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4. Sasaran program yang dilaksanakan adalah;

4.1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

4.2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

5. Dari sasaran tersebut, terdapat indikator-indikator yang akan dicapai antara lain:

5.1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian

Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi
Narkokita

5.2. Layanan Dukungan Manajemen

6. Uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak,

Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta

Rehabilitasi Narkokita diukur melalui indikator kinerja yaitu :

a.

Persentase (%) pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak
sesuai dengan standar dari target sebesar 71% dapat terealisasi sebesar 100%
atau terealisasi mencapai 140,76%.

Persentase (%) Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan
(preventif) secara berkualitas dari target sebesar 92% dapat terealisasi sebesar
100% atau terealisasi mencapai 107,96 %.

Persentase (%) Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan kesehatan maternal dari target sebesar 95% dapat
terealisasi sebesar 100% atau terealisasi mencapai 107,14 %

Persentase (%) Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental
dapat tertangani dari target sebesar 60% dapat terealisasi sebesar 100% atau
terealisasi mencapai 166,67 %

Persentase (%) tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar dari target sebesar 75% dapat terealisasi sebesar 100%
atau terealisasi mencapai 132,72 %

Persentase (%) tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang
mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dari target sebesar 75% dapat
terealisasi sebesar 100% atau realisasi mencapai 100 %

Persentase (%) keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dari target sebesar 60% dapat
terealisasi sebesar 100% atau realisasi mencapai 166,11 %

Persentase (%) perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban
penyalahgunaan narkotika dari target sebesar 23% dapat terealisai sebesar 100%

atau reallisasi mencapai 434,84 %



2. Sasaran Layanan Dukungan Manajemen diukur melalui indikator kinerja sebagai
berikut:

a. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan
pelaporan yang akuntabel tepat waktu dari target 1 layanan dapat terealisasi
sebesar 100% atau terealisasi mencapai 100%.

b. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan dari target
sebesar 1 layanan dapat terealisasi sebesar 100% atau terealisasi mencapai
100%.

c. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dari
target sebesar 1 Layanan dapat terealisasi sebesar 100% atau terealisasi
mencapai 100%.

d. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang
akuntabel dan tepat waktu dari target 1 Layanan dapat terealisasi sebesar 100%

e. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan
pelaporan yang akuntabel tepat waktu dari target 1 Layanan dapat terealisasi
sebesar 100%

f. Nilai IKPA dari target 100 dapat terealisasi sebesar 100 %

g. Nilai SMART dari target 100 dapat terealisasi sebesar 100 %

Dalam mengoptimalisasi pencapaian indikator kinerja, Rumah Sakit Pengayoman
Cipinang akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efekiif yaitu
dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan,
dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang, semoga
dapat bermanfaat bagi para pihak terkait dengan penggunaan informasi dan data yang

memuat dalam laporan ini.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan
pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja instansi pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran,
perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan
disampaikan secara sistematik dan melembaga sedangkan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu intansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggung jawaban secara periodik. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah
di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Tahun 2021 pada dasarnya dilatar belakangi oleh
tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program,
kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah
ditetapkan. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Rumah Sakit
Pengayoman Cipinang tahun 2021. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah
yang baik, Rumah Sakit Pengayoman Cipinang dituntut selalu melakukan pembenahan
kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas
sebagai unit pelaksana teknis dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rumah Sakit Pengayoman Cipinang
diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja TA 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun

Anggaran 2022.



B. SELAYANG PANDANG RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG
1. Tugas dan Fungsi Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor
M.H.H-11.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Pengayoman Cipinang, bahwa Rumah Sakit Pengayoman Cipinang mempunyai
tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Tugas Rumah Sakit Pengayoman Cipinang :
Menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna,
serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan
lainnya kepada para tahanan/narapidana, warga binaan pemasyarakatan dan
para detensi imigrasi, pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta
masyarakat.
2. Fungsi Rumah Sakit Pengayoman Cipinang :
a. Pelayanan kesehatan
1) Pelaksanaan pelayanan medis;
2) Pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
3) Pelaksanaan penunjang medis dan non medis;
4) Pelaksanaan pelayanan rujukan;
b. Pengelolaan organisasi
1) Melakukan urusan umum dan rumah tangga;
2) Melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian;
3) Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan;
c. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban
1) Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban pasien warga binaan
pemasyarakatan dan tahanan;
2) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap pasien warga binaan
pemasyarakatan dan tahanan;
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-11.0T.01.01
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang,
yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,

struktur organisasi Rumah Sakit Pengayoman Cipinang, dijelaskan sebagai berikut

1. Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perencanaan, keuangan dan

perlengkapan.
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2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga,
kepegawaian, organisasi dan hubungan masyarakat.
3. Unit Pelaksana Fungsional
Unit pelaksana fungsional adalah unit keja fungsional yang bertugas
melaksanakan pelayanan medik dan keperawatan serta pelayanan penunjang
medik dan non medik rumah sakit.
4. Unit-Unit Non Struktural
a. Satuan Pengawas Internal (SPI).
Adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan
internal rumah sakit. Satuan pengawas internal ditetapkan dan dibentuk oleh
kepala rumah sakit, berada dan bertanggung jawab kepada kepala rumah
sakit.

b. Komite Medis

Komite medis adalah wadah non struktural yang terdiri atas tenaga ahli atau
profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada
kepala rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan
pelayanan rumah sakit. Pembentukan komite medis ditetapkan oleh kepala
rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit dengan masa kerja paling lama 3
(tiga) tahun. Komite medis dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan
diberhentikan oleh kepala rumah sakit, berada dibawah kepala rumah sakit
dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit. Komite medis
mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada kepala rumah sakit
dalam hal menyusun standar pelayanan medis, hak klinis khusus kepada staf
medis fungsional dan program pelayanan.

c. Instalasi

Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayana rumah sakit.

Pembentukan instalasi ditetapkan oleh kepala rumah sakit sesuai kebutuhan
rumah sakit. Instalasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala
rumah sakit yang dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang diangkat dan
diberhentikan oleh kepala rumah sakit.

Kepala instalasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tenaga-tenaga
fungsional dan / atau non medis.

Instalasi Rumah Sakit Pengayoman Cipinang terdiri atas:



9.

10.

11.

Instalasi Rawat Jalan

Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan

Instalasi Rawat Inap

Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap.

Instalasi Gawat Darurat

Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan gawat darurat.

Instalasi Perawatan Instensif / Intensive Care Unit (ICU)

Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan intensif.

Instalasi Radiologi

Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi

Instalasi Farmasi

Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian

Instalasi Rehabilitasi Medik

Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medik.

Instalasi Sterilisasi Sentral / Central Sterilization Supply Departement
(CSsD)

Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan sterilisasi.

Instalasi Gizi
Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi meliputi penyediaan,
pengolahan, dan penyaluran makanan, terapi gizi dan konsulatasi gizi.
Instalasi Laboratorium
Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium.

Instalasi Rekam Medik
Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medik.
10
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12.

13.

14.

15.

Instalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.

Instalasi Laundry

Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan laundry.

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)

Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit.
Instalasi Pemulasaraan Jenazah

Yaitu unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan kegiatan pemulasaraan jenazah

11
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Adapun Uraian Tugas Jabatan Struktural Adalah Sebagai Berikut :

1. Kepala Rumah Sakit

No Uraian Tugas

1 Merencanakan dan menyusun rencana kerja tahunan dengan memadukan
rencana kerja unit struktural di bawahnya untuk menetapkan pedoman dalam
pelaksanaan tugas

2 Merencanakan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan layanan dengan
melihat hasil laporan perencanaan masing-masing unit layanan untuk
menetapkan pedoman pada unit layanan

3 Mendistribusikan dan mendelegasikan tugas dengan membagi tugas kepada sub
bagian umum kepegawaian dan humas dan sub bagian keuangan dan
perlengkapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua pekerjaan
terlaksana

4 Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas setiap instalasi layanan dengan
melihat hasil laporan bulanan untuk optimalisasi kegiatan rumah sakit

5 Mengatur penerimaan, penempatan, pemulangan dan rujukan pasien baik pasien
umum maupun pasien wbp berdasarkan pemeriksaan indikasi medis

6 Melaksanakan pembinaan pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku

7 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas dan fungsi
rs pengayoman

8 Melaksanakan tugas —tugas dinas lainnya sesuai bidang tugas dan melaporkan
kepada pimpinan

9 Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib
administrasi

10 Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit untuk

mengetahui tingkat pencapaian program, hambatan dan permasalahan yang

dihadapi serta upaya pemecahannya

13



2. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Humas

No

Uraian Tugas

Merencanakan dan menyusun rencana kerja tahunan sub bag umum
kepegawaian dan hubungan masyarakat dengan melihat hasil laporan evaluasi
program kerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang tahun lalu untuk optimalisasi
program kerja di tahun ini
Menganalisa kebutuhan pegawai sesuai dengan spesifikasi keilmuan untuk
formasi jft di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang agar berjalan pelayanan
kesehatan masyarakat dan administrasi rumah sakit
Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan sub bag umum kepegawaian dan
humas. Kegiatan yang dilakukan: pelaksanaan apel pagi
Merencanakan dan menyusun penempatan jft dan jfu di Rumah Sakit
Pengayoman Cipinang untuk kelancaran pelayanan dan administrasi rumah sakit
Melakukan urusan ketatausahaan Rumah Sakit Pengayoman Cipinang
berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk tertib administarsi surat
menyurat
Mengawasi pelaksanaan program kerja di lingkungan koordinator program di
rumah sakit. Misalnya program unggulan:

- PROGRAM TB

- PROGRAM HIV/AIDS

- Program Rawat Jalan (Rajal) Dan Rawat Inap (Ranap)
Melakukan koordinasi dengan instansi internal dan eksternal dalam pembuatan

perjanjian kerjasama, misalnya: BPJS, DINKES,

14
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3. Kepala Sub Bagian Keungaan dan Perlengkapan

No Uraian Tugas

1 Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan dan perlengkapan sesuai
dengan program kerja rs.pengayoman dan ketentuan yang berlaku untuk
pedoman pelaksanaan tugas

2 Membagi tugas kepada pjfu sesuai beban kerja dan  masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas

3 Membimbing pelaksanaan tugas pjfu dilingkungan sub bagian keuangan dan
perlengkapan stiap saat sesuai denagn tugas dan tanggung jawabnya agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar

4 Mengawasi dan mengendalikan hasil kerja pjfu sesuai prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan

5 Membuat dan memotivasi pjfu secara berkala dalam rangka upaya peningkatan
produktivitas kerja dan pengembangan

6 Mengkaji dan meneliti kegiatan-kegiatan belanja operasional, belanja non
operasional lainnya, belanja modal peralatan dan mesin, belanja jasa dan belanja
pemeliharaan gedung dan bangunan

7 Mengelola dan mengiventarisasi barang milik negara agar sesuai dengan siman
bmn

8 Memeriksa laporan rekonsiliasi barang persediaan dan barang milik negara

9 Mengecek data absensi pegawai untuk pengajuan tunjangan kinerja dan uang
makan

10 Mengecek dan menandatangani spm atas kegiatan yang telah diselesaikan , gaji
bulanan dan tagihan daya jasa serta bama

11 Mengawasi dan memperintahkan bendhara penerima, menerima pnbp dan segera
menyertokan ke bank bukopin

12 Melakukan revisi rkakl dipa

13 Menyusun pembuatan rkakl tahun berikutnya

14 Memeriksa system akuntasi intansi basis akurual (saiba)

15 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi

habis
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C. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Satuan Kerja Laki-Laki Perempuan Jumlah
PNS 49 99 148
PPNPN 39 33 72
JUMLAH 88 132 220
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan
I

No | Unit Golongan

Keria I Il 1] v
J A B CDEABU CUDE A B C D A B C D E

2 1 4 1 3
1 PNS - - -/ - -'115 9 - 0 0 4 6 y 31 1 -
PPNP
N
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

. . D .

No. | UnitKerja | SD | SLTP | SLTA T T Ty S1 S2 Spesialis
PNS - - 23 |-|-/38| - 79 4 17
PPNPN 29 16 12 - 2
Jumlah - - 52 |- |- |54 | - 91 4 19

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon
No Eselon / Jabatan Jumlah
1 Eselon | -
2 Eselon Il -
3 | Eselon i 1
4 | Eselon IV 2
Total 3

5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Penambahan / Pengurangan

Tahun 2020
Januari 2021
Penambahan Pegawai
Pengurangan Pegawai
Desember 2021

Jumlah Pegawai

218 Orang
13 Orang
11 Orang

220 Orang
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D. MAKSUD DAN TUJUAN

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Rumah
Sakit Pengayoman Cipinang adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian
manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi
manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis
Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategi
pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar hal tersebut, siklus sistem AKIP Rumah Sakit Pengayoman Cipinang
diawali dengan implementasi rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang
mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI
sebagaimana tertuang didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Ham Tahun
2020 - 2024. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang
hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai
sejauh mana kinerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang dalam pencapaian sasaran
kinerja sebagaimana tersebut diatas.

Maksud penyusunan laporan kinerja tahun 2021 ini adalah untuk melaporkan
kinerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang dalam pencapaian target kinerja tahun 2021
yang telah ditetapkan didalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.
Adapun tujuannya adalah untuk: (1) penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi
pihak yang membutuhkan, (2) penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode
yang datang, (3) penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan
datang, serta (4) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian laporan kinerja instansi pemerintah memiliki dua fungsi utama
yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh
stakeholder juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Rumah Sakit
Pengayoman Cipinang dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan

melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

E. LANDASAN HUKUM
Laporan Kinerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Tahun 2020 ini disusun
berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah,
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4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah,

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER /09 / M.PAN
/512007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah,

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM R,

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

8. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 — 2024.

F. SISTEMATIKA LAPORAN
Sistematika penyajian laporan kinerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang
1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum
organisasi seperti selayang pandang, kondisi sumber daya manusia, tugas dan fungsi
organisasi, struktur organisasi, unit pelaksana teknis, permasalahan dan capaian,
maksud dan tujuan penyajian laporan, landasan hukum, serta sistematika penyusunan
laporan kinerja instansi pemerintah Rumah Sakit Pengayoman Cipinang.
2. Bab Il Perencanaan Kinerja Dan Perjanjian Kinerja
Dalam bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan
perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) pembahasan pada bab ini antara lain
perencanaa strategis tahun 2020 — 2024, perencanaan kinerja tahun 2020 — 2024,
perjanjian kinerja tahun 2021.
3. Bab lll Akuntabilitas Kinerja
a) Capaian kinerja organisasi
Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
v' Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,
v' Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini,
v Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi,
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v Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
v Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
v Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
b) Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)
Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan Kkinerja organisasi sesuai dengan dokumen
perjanjian kinerja.
4. Bab IV Penutup Kesimpulan Dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Rumah Sakit
Pengayoman Cipinang tahun 2021 serta langkah yang akan dilakukan organisasi
untuk meningkatkan kinerja organisasi.
5. Lampiran
v Perjanjian Kinerja Tahun 2021
v Lain-lain yang dianggap perlu
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah
menyusun rencana strategis tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi
Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program,
kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode 5 tahun dan menyusun rencana

kinerja tahunan untuk periode 1 tahun.

A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Perencanaan strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari
pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-
banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber
daya. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber
daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan
mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat
agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI
mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam perencanaan strategis yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan
sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program
kerja. Perencanaan strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah
dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024.
Rencana strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut :

1. VISI, MISI DAN TATA NILAI
Rumah Sakit Pengayoman Cipinang adalah instansi vertikal Kementerian Hukum

dan HAM RI, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum”
kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai instansi vertikal dari
Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Rumah Sakit Pengayoman Cipinang mendukung

dan melaksanakan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yaitu
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Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka
untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Rumah Sakit Pengayoman Cipinang juga
mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM Rl yaitu :

1. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Melindungi Kepentingan
Nasional,

2. Mewujudkan Pelayanan Hukum Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan
Publik;

3. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Menjadi Pendorong Inovasi, Kreatifitas dan
Pertumbuhan Ekonomi Nasional;

4. Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang
Berkelanjutan.

Pernyataan visi, misi dan tujuan perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang
memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan
tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam
usaha mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan. Untuk itu, Rumah Sakit
Pengayoman Cipinang telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap
pegawai (personal values), diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan proses
pelayanan prima (process values), dan dikembangkan oleh pimpinan unit kerja Rumah
Sakit Pengayoman Cipinang.

Tata nilai yang bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM RI ini perlu
dikembangkan dalam diri setiap pegawai Rumah Sakit Pengayoman Cipinang dalam
rangka mencapai keunggulan. Tata nilai tersebut antara lain:

1. Profesional, aparat Kementerian Hukum dan HAM RI adalah aparat yang bekerja
keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya,
menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel, setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan
yang berlaku.

3. Sinergi, komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang
produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk
menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

4. Transparan, Kementerian Hukum dan HAM RI menjamin akses atau kebebasan bagi
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta

hasil-hasil yang dicapai.
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5. Inovatif,

mengembangkan

Kementerian

inisiatif

Hukum dan

untuk

HAM RI mendukung kreativitas dan

selalu melakukan pembaharuan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2. TUJUAN

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus

dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan

sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan

akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai

dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang

akan dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM RI adalah :

Hubungan Antara Misi dan Tujuan

No. Misi Tujuan
e e TerWUJudpya pe.raturan !oerundang-undangan.
yang melindungi kepentingan nasional melalui
perundang-undangan yang
1 . ; : proses pembentukan peraturan perundang-
melindungi kepentingan .
: undangan yang akurat, terkini dan
nasional, o
terharmonisasi,
Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai
Mewujudkan pelayanan dengan asas penyelenggaraan pelayanan
5 hukum sesuai dengan asas publik, melalui peningkatan pengawasan dan
penyelenggaraan pelayanan pengelolaan layanan di bidang
publik, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan
intelektual dan administrasi hukum umum,
Mewujudkan penegakan Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi
hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan
3 | pendorong inovasi, kreatifitas, | pertumbuhan ekonomi nasional dengan
dan pertumbuhan ekonomi penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta
nasional, apparat penegak hukum yang professional,
M judk h t : .
evyulu an pengnormatan, Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan
perlindungan dan pemenuhan . .
4 . . pemenuhan hak asasi manusia serta budaya
hak asasi manusia yang .
. hukum yang berkelanjutan,
berkelanjutan.
Terwujudnya manajemen
organisasi yang akuntabel | Terwujudnya manajemen organisasi yang
5 dengan penyelenggaraan | akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi
reformasi birokrasi | birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI
Kementerian Hukum dan HAM | yang professional.
RI yang professional.
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3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh
Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang
hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diiukur menggunakan
analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja
pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal
dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan
tantangan yang akan dihadapi Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran strategis dibagi menjadi 3 (tiga) Perspektif yaitu perspektif pemangku
kepentingan eksternal, perspektif bisnis proses internal serta perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan.

Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

PEMANGKU
KEPENTINGAN
EKSTERNAL

BiSNIS
PROSES
INTERNAL

N
DAN
PERTUMBUHAN

Berdasarkan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang sebagai
bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, maka sasaran strategis Rumah Sakit Umum
Pengayoman Cipinang yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 3 (SS3), Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai
dengan asa penyelenggaraan pelayanan publik
2. Sasaran Strategis 4 (SS4), Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi

pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional

23



3. Sasaran Strategis 5 (SS5), Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan
dan kedaulatan NKRI
4. Sasaran Strategis 8 (SS8), Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja

organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

4. PROGRAM DAN ANGGARAN

Berdasarkan sasaran strategis tersebut di atas, ditetapkan program-program
Kementerian Hukum dan HAM RI sebanyak 2 (dua) program yang dijalankan oleh Rumah
Sakit Pengayoman Cipinang dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait. Untuk
mendukung Kketercapaian sasaran sebagaimana tersebut di atas, Rumah Sakit
Pengayoman Cipinang mengalokasikan anggaran pada tahun 2021 untuk program

tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Program dan Alokasi Anggaran
Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Tahun 2021

Pagu Anggaran
No Program Nomor Bﬁg ATanggaI Pagu Semula Setelah Revisi Pelaksana
Terakhir
Program SP DIPA- .
Penegakan dan 013.05.2.683512/202 Rumah Sakit
1. Pelayanan 1 Rp. 190.610.885.000,- | Rp. 3.137.692.000 Pv_eljgayoman
Hukam Tanggal 23 Cipinang
November 2020
SP DIPA-
Program 013.05.2.683512/202 Rumah Sakit
2. | Dukungan 1 Rp. 14.237.122.000,- | Rp. 15.466.939.000 | Pengayoman
Manajemen Tanggal 23 Cipinang
November 2020

Implementasi rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk tahun

2021 mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan dan program Rumah Sakit Pengayoman
Cipinang. Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran awal pagu
DIPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 204.848.007.000,-
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5. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat
mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja
sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi,
pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau
ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja
program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan
memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus
diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah : (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur
secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak

bias.

. PERJANJIAN KINERJA RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG TAHUN 2021

Nilai prosentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel
sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun
anggaran berjalan. Rumah Sakit Pengayoman Cipinang telah membuat suatu perjanjian
kinerja pada awal Januari 2021.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan
dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung
jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian,
perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang
pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh
suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

25



1)

2)

3)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan

Tujuan umum ditetapkannya perjanjian kinerja adalah :

> Intensifikasi pencegahan korupsi

» Peningkatan kualitas pelayanan publik

» Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

» Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

» Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah

» Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi

» Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

» Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

Ruang lingkup

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu

organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian,

ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu

program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta

menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

Keterkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam

peraturan presiden republik indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan

dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas,

keterkaitan antara penetapan kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut :
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Rencana Kerja dan
Anggaran

Rencana
Strategis

Reviu oleh APIP

Laporan Keuangan Laporan Kinerja
Reviewed Reviewed

Gambar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

27



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG
DENGAN KEPALA DIVIS| PEMASYARAKATAN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA

Instansi : Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang

1. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum

2. Program Dukungan Manajemen

SASARAN TARGE
No. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA T 2021 ANGGARAN
1.. | Meningkatnya Persentase pemenuhan
pelayanan layanan makanan bagi
. 71%
perawatan tahanan/ narapidana/anak

narapidana/tahanan/ | sesuai dengan standar
anak, pengendalian Persentase

penyakit menular tahanan/narapidana/ anak
dan peningkatan mendapatkan layanan 92%
kualitas hidup kesehatan (preventif) secara

narapidana peserta berkualitas

rehabilitasi narkotika | Persentase tahanan dan

di wilayah narapidana perempuan (ibu
hamil dan menyusui) 95%
mendapat akses layanan
kesehatan maternal
Persentase
tahanan/narapidana yang
mengalami gangguan mental
dapat tertangani

Persentase
tahanan/narapidana lansia
yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
Persentase
tahanan/narapidana/ anak
berkebutuhan khusus
(disabilitas) yang
mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
Persentase keberhasilan
penanganan penyakit menular
HIV-AIDS (ditekan jumlah 60%
virusnya) dan TB positif
(berhasil sembuh)
Persentase perubahan
kualitas hidup

60%

75%

75%

23%

Rp.

3.137.692.000
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Rumah Sakit Pengayoman Cipinang

pecandu/penyalahguna/
korban penyalahgunaan
narkotika
Meningkatnya Tersusunnya dokumen
dukungan layanan rencana kerja, anggaran UPT 1
manajemen satker Pemasyarakatan dan
Layanan
pelaporan yang akuntabel
tepat waktu
Tersusunnya dokumen 1
pengelolaan BMN dan
Layanan
kerumahtanggaan
Terpenuhinya data dan 1
peningkatan kompetensi Rp. 15.466.939.000
. Layanan
pegawai pemasyarakatan
Tersusunnya dokumen
pelaksanaan anggaran dan 1
laporan keuangan yang Layanan
akuntabel dan tepat waktu
Jumlah layanan perkantoran 1
Layanan
Nilai IKPA 100
Nilai SMART 100
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA
RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau
tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan
dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang
telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam memberikan laporan pertangungjawaban atas tugas yang diberikan, Rumah
Sakit Pengayoman Cipinang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang tahun anggaran 2020 ini
diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian yang telah dicapai

maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks pelayanan publik, telah terbit
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik dan ketentuan
pelaksanaanya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada bulan Oktober
tahun 2012. Sebelumnya pada bulan Juni tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi penyelenggara
dalam pelayanan publik memiliki satuan kerja penyelenggara yang berada di Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan. Meskipun demikian jika dilihat kembali ketentuan pasal 50 dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku
salah satu organisasi penyelenggara pelayanan perlu menyesuaikan kembali semua
layanan pemasyarakatan berdasarkan seluruh regulasi atau ketentuan yang terkait
dengan pelayanan publik tersebut.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai standar pelayanan di
pemasyarakatan. Standar pelayanan pemasyarakatan telah dilegalisasi pada tanggal 15
juli 2014 dalam bentuk keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-
14.0T7.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Layanan

pemasyarakatan yang telah berhasil diidentifikasi dan dilegalisasi sebanyak 61 layanan.
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Rumah Sakit Pengayoman Cipinang

Dalam melakukan fungsi pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan menyusun standar agar pelayanan yang diberikan mampu memberikan
rasa puas bagi penerima layanan. Standar Pemasyarakatan adalah serangkaian instruksi
tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan
pemasyarakatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan, selain itu di dalam standar pemasyarakatan juga terdapat instrumen monitoring
dan evaluasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan
standar pemasyarakatan.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa didalam standar yang dibuat
harus memenuhi salah satu komponen yaitu instrumen penilaian kinerja. Instrumen
dimaksud berisi kuisioner atau pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan seluruh
rangkaian pelaksanaan layanan sehingga untuk mengukur capaian kinerja atas pelayanan
yang dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan kinerja dengan standar yang
telah ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja standar layanan di lingkungan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan meliputi pengukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran kinerja
yang sifatnya kualitatif dilakukan oleh jajaran unit Eselon | Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan. Pengukuran kinerja tersebut di atas dilakukan dengan pengolahan dan
analisa data hasil instrument penilaian kinerja yang telah diisi melalui rumus yang telah
ditetapkan meliputi komponen input, proses dan output yang masing-masing komponen
memiliki bobot. Adapun tujuan dari pembobotan terhadap masing-masing komponen dan
sub komponen untuk mengekspresikan seberapa besar pengaruh suatu komponen
terhadap komponen yang lainnya. Komponen, sub komponen dan pembobotan dimaksud

sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.1
Bobot Komponen Input, Proses dan Output Pengukuran Kinerja

No. Komponen (Bobot) Sub Komponen (Bobot)

1. | Input (10 %) A. | SDM (5%) Meliputi :

- | Pemenuhan SDM (2%)

- | Kualitas SDM (3%)

B. | Sarana Prasarana (3%), Meliputi :
- | Pemenuhan Sarpras (2%)

- | Kualitas Sarpras (1%)

C. | Anggaran (2%),Meliputi :

- | Pemenuhan Anggaran (1%)
- | Penyerapan Anggaran (1%)
Persiapan (20 %)
Pelaksanaan (40 %)

Pelaporan (10 %)

2. | Proses (70 %)

3. | Output (20 %) Pencapaian Output (10 %)

Kualitas Output (10 %)

© >0 o >

Sumber : Standar Evaluasi dan Pelaporan

Sementara itu, dalam pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran Kantor
Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dibawahnya. Pengukuran kuantitatif

atas capaian standar layanan pemasyarakatan dilakukan dengan menggunakan rumus :

realisasi
Capaian = —— x 100%
target
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Rumah Sakit Pengayoman Cipinang

CAPAIAN KINERJA
MENINGKATNYA

NARAPIDANA PESERTA REHABILITASI NARKOTIKA DI WILAYAH

PELAYANAN

PERAWATAN

Tabel 3.2

NARAPIDANA/TAHANAN/ANAK,
PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

Capaian Kinerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum

Tahun Anggaran 2021

(ditekan jumlah virusnya)
dan TB Positif (berhasil
sembuh)

No }?égﬁAF'T'AANN INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
Persentase pemenuhan
layanan makgnan bagi 71% 100% 140,76%
tahanan/ narapidana/anak
sesuai dengan standar
Persentase
tahanan/narapidana/ anak
mendapatkan layanan 92% 100% 107,96%
kesehatan (preventif)
secara berkualitas
Persentase tahanan dan
narapidana perempuan
Meni (ibu hamil dan menyusui) 95% 100% 107,14%
eningkatnya
pelayanan mendapat akses layanan
perawatan kesehatan maternal
narapidana/tahana Persentase
n/ anak,' tahanan/narqpidana yang 60% 100% 166.67%
pengendalian mengalami gangguan
1. penyakit menular mental dapat tertangani
dan peningkatan Persentase
kualitas hidup tahanan/narapidana lansia
narapidana peserta yang mendapatkan 75% 100% 132,72%
rehabilitasi layanan kesehatan sesuai
narkotika di standar
wilayah Persentase
tahanan/narapidana/ anak
berk.ebut.u.han kKhusus 75% 100% 100%
(disabilitas) yang
mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
Persentase keberhasilan
penanganan penyakit
menular HIV-AIDS 60% 100% 166,11%
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Persentase perubahan
kualitas hidup
pecandu/penyalahguna/
korban penyalahgunaan
narkotika

23%

49,92%

434,84%

a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai

dengan standar

Tabel 3.3

Jumlah Pasien Rawat Inap
Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Tahun 2020

No Bulan Jumlah
1 Januari 58
2 Februari 69
3 Maret 70
4 April 69
5 Mei 66
6 Juni 66
7 Juli 56
8 Agustus 56
9 September 55

10 Oktober 54

11 November 48

12 Desember 65

Total 732
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Rumah Sakit Pengayoman Cipinang

SIKLUS MENU 10 HARI PEMENUHAN LAYANAN MAKANAN PASIEN

TAHUN 2021
Waktu I Il 1 v \Y, VI Vil VI IX X XXXI
: : ... | Nasi Nasi Nasi ... | Nasi . .| Nasi : :
Nasi kuning Nasi putih outih goreng outih Nasi putih kuning Nasi putih putih Nasi Nasi
Sop Telur
ayam Telur Ayam Ayam Telur Kare Lele ceplok Opor
Telur dadar sayur + | suwir ayam
Kembun | ceplok dadar goreng | cabe ayam
. tempe | bumbu sayur i,
Pagi g goreng hijau
Urap sayur Tahu Bening Cah Tumis | Bening Buncis | Tahu Cah Lodeh Tumis
bacem oyong jagung labu bayam kentan | goreng buncis okeo
soun muda wortel | jagung g wortel b y
i . wortel
buncis balado jagung
Selinga Kue basah Kue Kue Kue Kue Kue Kue Kue Kue Kue Kue
n basah basah basah basah | basah basah | basah basah | basah basah
N . .| Nasi .. | Nasi .. | Nasi .. | Nasi .. | Nasi
Nasi putih Nasi putih outih Nasi putih outih Nasi putih putin Nasi putih outih Nasi putih outih
. Telur + Semur Telur Ayam
Kembung | Daging Ayam Ayam . sayur
2 tempe daging + : goreng
balado teriyaki semur balado kuning
bacem tempe mentega
Ayam goreng + tahu
S Oseng
'ang sawi Tumis Benin
Pepes tahu Tempe ", Tempe Tahu Botok g Tempe Tahu
. .| hijau labu bayam
kemangi Kemangi mendoan | balado tahu . balado kecap
wortel jagung + labu
tahu
Pokcoy Bening Sup Cah Bening Acar
Sayur asem saus bayam sayura | tauge oyong Kuni
. . uning
tiram wortel n jagung wortel
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Buah Pisang Melon Pisang Melon Pisang | Melon Pisang | Melon ’ Pisang \ Melon Jeruk
N .. | Nasi .. | Nasi .. | Nasi .. | Nasi ... | Nasi
Nasi putih Nasi putih outih Nasi putih outih Nasi putih putin Nasi putih outih Nasi putih outih
Telur
Ayam . Pindan | Ayam Ayam ceplok
Mujaer pesmol chal;r;ur goreng MourJ::r g::;(rjo zegris g ikan asam cabe bb
tepung 9 9 y mujaer | manis hijau asam
manis
Tumis
Sore Orek tempe Tahu kacang ;ihe 'tlj'gmpe Perkedel | Kering | Tahu kok | Tempe Tempe
P fantasi panjang tahS kunin tahu tempe | + sawi kecap Terik
tempe g
Capcay Tumis
Tumis tauge %ﬁur Tumis | (jagung Benin %azn kacang
wortel 9 J'a un jamur | muda + labu 9 ngdag Pecel panjan
ngdag buncis | wortel + wortel g
sawi) tauge
Buah Pepaya :emangk Pepaya :emangk Zepay aSemangk Pepaya :emangk Zepay iemangk Apel
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Rumah Sakit Pengayoman Cipinang

Salah satu tugas pokok Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang dalam
penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan adalah memberikan
pelayanan makanan sesuai standar gizi bagi WBP yang memenuhi syarat kecukupan gizi,
higienie dan citarasa sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan
kesehatan lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang Rl Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, mengenai hak-hak yang harus dipenuhi termasuk didalamnya hak
memperoleh pelayanan makanan yang layak. artinya bahwa  semua
narapidana/tahanan/anak harus mendapatkan makanan bergizi yang layak bagi kesehatan

dan stamina tubuh, berkualitas, dimasak dan disajikan dengan baik.

Selama masa pandemi COVID-19 angka pasien covid terus bertambah. Meskipun
begitu pasien WBP tersebut masih tetap dipenuhi kebutuhan layanan makanannya yang

berkecukupan oleh Rumah Sakit Umum pengayoman Cipinang

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi jumlah pemenuhan layanan
makanan bagi tahanan/narapidana/anak dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak dikali 100%
pada tahun 2021..

Jumlah penanganan kematian = 732 pasien
Target =732x 71 % 520 pasien

Realisasi = 732 pasien (100%)
_ _ 732 .
Hasil Capaian = — T30 X 100%
= 140,76 %
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b. Persentase tahanan/narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif)

secara berkualitas

Tabel 3.4
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan
Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Tahun 2021

Tahun 2021
No. | Tenaga Kesehatan \IIDVE;T,[E oA Wakis
1 | Dokter Spesialis 2 17
2 | Dokter Umum ) 27
3 | Dokter Gigi ) 8
4 | Perawat 4 35
5 | Perawat Gigi ) 7
6 | Psikolog/ Psikiater ) 1
7 | Apoteker ) 2
8 | Bidan ) 1
9 | Ahli Gizi - 1
10 | Fisioterapi ) 2
11 | Radiografer ) 3
12 | Asisten Apoteker 2 2
13 Pranata _ 4 4
Laboratorium
TOTAL 12 110

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi jumlah tenaga kesehatan
yang melayani perawatan rawat inap di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang pada bulan

Januari — Desember tahun 2021.

Jumlah tenaga kesehatan = 122 tenaga kesehatan
Target =122 x 92 % = 113 tenaga kesehatan
Realisasi = 122 tenaga kesehatan (100%)
122
Hasil Capaian = —113 X 100%
= 107,96 %
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Rumah Sakit Pengayoman Cipinang

c. Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat

akses layanan kesehatan maternal

No Bulan Jumlah Pasien WBP
Perempuan
1 | Januari 1
2 | Februari 1
3 | Maret 1
4 | April 2
5 | Mei 1
6 | Juni 1
7 | Juli 2
8 | Agustus 1
9 | September 0
10 | OKtober 1
11 | November 1
12 | Desember 3
TOTAL 15

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi jumlah pasien WBP
perempuan yang menjalani perawatan rawat inap di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang

pada bulan Januari — Desember tahun 2021.

Jumlah pasien WBP perempuan = 15 Orang
Target =15 x 95 % = 14 Orang
Realisasi = 15 Orang (100%)
Hasil Capaian = 1 x100%

= 107,14 %
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d. Persentase tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

No Bulan Jumlah Kunjungan Pasien Poli Kejiwaan
1 | Januari 0
2 | Februari 9
3 | Maret 2
4 | April 0
5 | Mei 4
6 | Juni 2
7 | Juli 1
8 | Agustus 1
9 | September 2
10 | OKtober 4
11 | November 6
12 | Desember 4
TOTAL 35

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi jumlah kunjungan pasien poli

kejiwaan pada tahun 2021..

Jumlah penanganan kematian = 35 pasien
Target = 35 x 60 %

Realisasi

Hasil Capaian =

3
21

= 166,67 %

21 pasien
35 pasien (100%)

x100%
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e. Persentase tahanan/narapidanalansiayang mendapatkan layanan kesehatan sesuai

standar
No Bulan Jumlah Pasien WBP Lansia yang Jum}'g;gaﬁéer:bﬁﬁﬁk;imia
mendapat layanan kesehatan layanan kesehatan
1 | Januari 5 5
2 | Februari 7 7
3 | Maret 4 4
4 | April 5 5
5 | Mei 10 10
6 | Juni 5 5
7 | Juli 7 7
8 | Agustus 6 6
9 | September 4 4
10 | Oktober 5 5
11 | November 7 7
12 | Desember 8 8
TOTAL 73 73

Berdasarkan tabel di atas selama tahun 2021 terdapat 73 orang tahanan/narapidana lansia
yang mendapat layanan kesehatan. Layanan kesehatan diberikan secara maksimal kepada
tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang

diberikan antara lain pemberian pemberian makanan tambahan, susu dan vitamin.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi jumlah kunjungan pasien lansia
yang mendapatkan layanan kesehatan pada tahun 2021..

Jumlah pasien lansia = 73 pasien
Target =73 x 75 % = 55 pasien
Realisasi = 73 pasien (100%)
7
Hasil Capaian = Tc x 100%
= 132,72 %
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f. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang

mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Data Pasien WBP Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)

Jumlah tahanan/narapidana/
anak disabilitas yang
membutuhkan layanan

Jumlah tahanan/narapidana/anak
No Bulan Disabilitas yang mendapat
layanan kesehatan

kesehatan
1 | Januari - -
2 | Februari 1 1
3 | Maret - -
4 | April - -
5 | Mei - -
6 | Juni - -
7 | Juli - -
8 | Agustus - -

9 | September - -

10 | Oktober - -

11 | November - -

12 | Desember - -

TOTAL - -

Berdasarkan tabel di atas, selama tahun 2021 terdapat 1 pasien WBP disabilitas Rumah Sakit
Umum Pengayoman Cipinang yang mendapat layanan kesehatan. Layanan kesehatan untuk
disabilitas merupakan upaya pemeliharaan kesehatan bagi penyandang cacat untuk menjaga
agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial dan bermartabat serta memfasilitasi
penyandang cacat untuk tetap hidup mandiri dan produktif. Layanan disabilitas yang diberikan
di Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang yaitu layanan disabilitas mental.
Tahanan/narapidana/anak yang mendapatkan layanan disablitas diberikan konseling serta
pemberian theraphy sesuai dengan kondisinya masing-masing. Selain itu pemberian obat
yang diresepkan juga diawasi dengan ketat dengan cara tahanan/narapidana/anak tersebut
harus meminum obat di hadapan perawat.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah

tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan
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Rumah Sakit Pengayoman Cipinang

kesehatan dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang

membutuhkan layanan kesehatan dikali 100% pada tahun 2021.

Jumlah tahanan/narapidana/anak dengan disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan

=1 orang

Jumlah tahanan/narapidana/anak dengan disabilitas yang mendapat layanan kesehatan = 1

orang

Jumlah pasien disabilitas

Target =1x75%
Realisasi

Hasil Capaian =

1
1

x 100%

=100%

1 pasien
1 pasien
1 pasien (100%)

g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah

virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Data Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS dan TB Positif

Jumlah Jumlah Pasien Jumlah pasien
Pasien WBP WBP dengan | Jumlah pasien | WBP dengan
No Bulan HIV-AIDS WBP dengan TB Positif
dengan HIV- : . 2 .
ditekan jumlah TB Positif yang berhasil
AIDS .
virusnya sembuh
1 | Januari 10 10 10 10
2 | Februari 12 12 10 10
3 | Maret 8 8 10 10
4 | April 3 3 10 10
5 | Mei 5 5 10 10
6 | Juni 5 5 10 10
7 | Juli 3 3 10 10
8 | Agustus 3 3 10 10
9 | September 3 3 10 10
10 | Oktober 7 7 11 11
11 | November 8 8 12 12
12 | Desember 8 8 13 13
Jumlah 75 75 126 126
Total 201
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Tabel di atas menggambarkan keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan
jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada tahun 2021. Penanganan penyakit
menular di Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang dilakukan sesuai dengan ketentuan.
Pemberian obat dan pengawasan dilakukan secara ketat oleh tenaga kesehatan di Rumah
Sakit. Untuk mencegah semakin bertambahnya jumlah pasien WBP yang menderita penyakit
menular pihak Rumah Sakit menerapkan kebijakan dalam penanganan penyakit menular
dengan cara menempatkan penderita dalam satu kamar. Hal tersebut untuk memberikan
pemusatan dalam pelaksanaan perawatan kesehatan serta mencegah terjadinya penularan
kepada pasien WBP yang lain.

Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah pasien WBP

penderita penyakit menular yang mendapatkan perawatan khusus pada tahun 2018.

Jumlah penanganan pasien program = 201 pasien
Target = 201 x 60 % = 121 pasien
Realisasi = 201 pasien (100%)
_ _ 201
Hasil Capaian = — 11 X 100%
= 166,11 %

h. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban

penyalahgunaan narkotika

Data Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika

melalui penilaian WHOQL

Rehabilitasi Medis
Indeks WHO QoL Rata-rata Skor VAL
Bulan 0 Bulan 3 Bulan 6
Domain 1 36,26 48,1 54,36
Domain 2 36,47 52 60,05
49,92
Domain 3 40,89 51,57 65,89
Domain 4 43,00 52,89 57,63

Pada tahun 2021, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi medis kepada 47 orang narapidana
pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika. Pada tahap awal rehabilitas

medis, peserta rehabilitas medis diberikan skrining dan asesmen. Setelah itu dilakukan
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pemeriksaan tes urine kepada peserta rehabilitasi medis. Kemudian dilakukan penilaian
dengan menggunakan WHOQL (WHO Quality of Life) untuk menentukan kualitas hidup
pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika. Pada WHOQL terdapat 26
pertanyaan yang menjadi 4 domain. Pada masing-masing domain memiliki nilai maksimal dan
minimal. Setelah mendapatkan nilai pada masing-masing domain digunakan rumus untuk
membagi setiap domain yang mempunyai rentang nilai 0-100 sebagai berikut :

» Skor 81-100

kualitas hidup baik

» Skor 61-80 = kualitas hidup cukup baik
» Skor 41-60 = kualitas hidup cukup buruk
» Skor 20-40 = kualitas hidup buruk

Hampir semua peserta rehabilitasi medis di Rumah Sakit mengalami perubahan kualitas
hidup yang baik setelah menjalani rehabilitasi medis selama 6 bulan di Rumah Sakit Umum

Pengayoman Cipinang.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah
perubahan kualitas hidup pasien WBP pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan
narkotika dikali 100% pada tahun 2021.

Jumlah  perubahan  kualitas hidup narapidana  pecandu/penyalahguna/korban

penyalahgunaan narkotika = 49,92

Target = 49.92x 23% =11,48
Realisasi = 49,92
i 4992 .
Hasil Capaian = — 1148 x 100%
= 434,84 %

Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut di atas, diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp
3,113,609,361,- atau 99,86%

No Kegiatan Nilai (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pengadaan Bahan Makanan WBP 564,595,000 562,633,926 99,65

2 Kebutuhan Dasar 108,405,000 108,164,848 99,77

3 Layanan Kesehatan 2,180,692,000 2,179,441,093 99,94

4 'Ii’/leelgilésanaan Kegiatan Rehabilitasi 264,000,000 263,369,494 99.76
TOTAL 3,117,692,000 | 3,113,609,361 99,86
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CAPAIAN KINERJA

MENINGKATNYA DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN SATKER

No SASARAN REALISA
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET S| CAPAIAN
Tersusunnya dokumen
rencana kerja, anggaran
UPT Pemasyarakatan dan | 1 Layanan | 1 Layanan 100%
pelaporan yang akuntabel
tepat waktu
Tersusunnya dokumen
pengelolaan BMN dan 1 Layanan | 1 Layanan 100%
kerumahtanggaan
_ Terpenuhinya data dan
Meningkatnya peningkatan kompetensi | 1 Layanan | 1 Layanan 100%
1. | dukungan layanan .
manajemen satker pegawai pemasyarakatan
Tersusunnya dokumen
pelaksanaan anggaran
dan laporan keuangan 1 Layanan | 1 Layanan 100%
yang akuntabel dan tepat
waktu
Jumlah layanan 1 Layanan | 1 Layanan 100%
perkantoran
Nilai IKPA 100 96,03 96,03%
Nilai SMART 100 99,99 99,99%

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang

akuntabel tepat waktu

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk tahun

berikutnya yaitu tahun 2022 dengan mengacu pada rencana kerja dan anggaran tahun

sebelumnya.

Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang telah melakukan penyusunan dokumen

perencanaan anggaran sesuai dengan analisa kebutuhan, pagu indikatif, pagu anggaran dan

pagu alokasi anggaran.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan

yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Target

Realisasi

Hasil Capaian =

1 Layanan
1 Layanan
1/1 x 100% = 100%

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan
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Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan
satuan kerja selama tahun 2021.

Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang telah menyusun dokumen pengelolaan BMN dan
kerumahtanggaan seperti laporan BMN dan Persediaan.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan

yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Target 1 Layanan

Realisasi 1 Layanan

1/1 x 100% = 100%

Hasil Capaian

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai
pemasyarakatan selama tahun 2021.

Pada tahun 2021, pegawai Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang telah mengikuti diklat.
Pengukuran capaian indikator ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan yang

telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Target 1 Layanan
Realisasi = 1 Layanan

1/1 x 100% = 100%

Hasil Capaian

Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan
tepat waktu

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan pada satuan kerja Sakit Umum
Pengayoman Cipinang sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menerangkan penyerapan
anggaran secara transparan dan akuntabel. Untuk tahun 2021, Rumah Sakit Umum
Pengayoman Cipinang telah menyusun 2 dokumen laporan keuangan yaitu per 30 Juni 2021
dan 30 September 2021.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan
yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Target = 1 Layanan

Realisasi 1 Layanan

Hasil Capaian = 1/1 x 100% = 100%
Jumlah layanan perkantoran

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan perkantoran di satuan kerja Rumah Sakir

Umum Pengayoman Cipinang. Layanan perkantoran yang diberikan di antaranya
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pembayaran gaji dan tunjangan termasuk uang makan dan uang lembur serta kegiatan
operasional dan pemeliharaan perkantoran.
Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah layanan

yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Target = 1 Layanan
Realisasi = 1 Layanan

Hasil Capaian = 1/1 x 100% = 100%
Nilai IKPA

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk
mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari
sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi
pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada tahun 2021 terdapat
perubahan regulasi yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA yaitu reformulasi indikator
Capaian Output dengan adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output
menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara
capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas)
indikator IKPA. Khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2021 dengan indikator Halaman IIl
DIPA dan Capaian Output dimulai pada periode triwulan Il tahun 2021.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah nilai
IKPA yang dicapai satuan kerja pada akhir tahun anggaran 2021.

Target = 100

90,52

90,52/100 x 100% = 90,52%

Realisasi

Hasil Capaian

Nilai SMART

SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) merupakan aplikasi yang dapat
digunakan oleh Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan monev kinerja. Pengukuran dan
evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L terdiri dari 3 aspek yaitu aspek implementasi,
aspek manfaat dan aspek konteks. Ada 5 indikator dalam SMART yaitu penyerapan,
konsistensi, capaian rincian output, efisiensi dan nilai efisiensi.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah nilai
SMART yang dicapai satuan kerja pada akhir tahun anggaran 2021.

Target = 100

Realisasi = 99,59

99,59/100 x 100% = 99,59%

Hasil Capaian
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Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut di atas, diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp
15.466.939.000,- atau 99,86%

No Kegiatan Nilai (Rp) Realisasi (Rp) %
1 | Pembayaran gaji dan tunjangan 10.658.664.000 | 10.640.354.327 99.90
2 | Uang lembur 46.473.000 46.362.000 | 100.00
3 | Pengadaan obat-obatan pegawai 25.000.000 24.971.750 99.94
4 | Pengadaan pakaian dinas pegawai 179.940.000 179.935.500 | 99.96
5 | Pemeliharaan gedung bangunan 455.440.000 455.408.915 99.95
g | Pemeliharaan peralatan 175.460.000 175.424.970 | 99.93
perkantoran
7 | Pemeliharaan kendaraan 91.150.000 90.398.130 | 99.77
9 | Langganan daya dan jasa 640.652.000 640.450.068 | 99.96
11 | Keperluan perkantoran 2.960.670.000 2.960.589.558 99.96
12 | Konsultasi dan Koordinasi 1.100.000 1.100.000
13 | Jamuan tamu 7.000.000 6.923.000 99.99
14 | Honor operasional satuan kerja 114.990.000 114.840.000 | 100.00
15 | Penambah daya tahan tubuh 50.400.000 50.390.000 99.95
Penanganan dan pencegahan
16 | coviD19 penceg 15.000.000 15.000.000 | 99.83
17 | Penyusunan RKAKL 1.600.000 1.150.000 | 99.91
18 | Pengelola sistem akuntansi 1.000.000 990.000 | 100.00
19 | Urusan umum 14.960.000 13.775.047 100.00
20 g&”ﬁtausahaa” dan pengelolaan 2.080.000 2.080.000 | 71.43
o1 | Administrasi pengadaan barang 8.160.000 8.160.000 | 100.00
dan jasa
22 | Pembinaan kepegawaian (FMD) 10.600.000 10.560.000 | 99.02
23 | Pelaksanaan reformasi birokrasi 1.000.000 995.000 | 100.00
24 | Penyediaan informasi publik 1.000.000 1.000.000 | 100.00
25 | Kerja sama 3.600.000 3.581.600 | 100.00
26 | Penyusunan laporan kinerja 1.000.000 992.800 | 99.39
TOTAL 15.466.939.000 | 15.445.432.665 | 99,86
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B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN) 31 DESEMBER
2021

KODE OUTPUT PAGU REALISASI %
Penyelenggaraan
5252. Pemasyarakatan di 3,137,692,000 3,133,203,061 | 99,86%
Wilayah
Dukungan
Manajemen dan
6231 Teknis Lainnya 15,466,938,000 15,445,432,665 | 99,86%
UPT
Pemasyarakatan

TOTAL 18,604,631,000 18,578,635,726 | 99.86%

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran,
akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
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BAB IV
KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang tahun anggaran 2021 disusun
sebagai gambaran transparansi pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2021
sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang
telah ditetapkan.

Rumah Sakit Pengayoman Cipinang dalam melaksanakan Program Penegakan dan
Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen disediakan anggaran awal
sebesar Rp. 204.848.007.000,- yang dalam pelaksanaan anggaran mengalami revisi
menjadi 18.604.631.000,-. Jika melihat aktivitas pelayanan yang dilaksanakan, sumber
daya, sarana dan prasarana yang tersedia belum mengoptimalkan layanan rumah sakit

sehingga membutuhkan revitalisasi rumah sakit secara bertahap.

B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

1) Jajaran tingkat pusat Kementerian Hukum dan HAM harus memberikan dukungan
merevitalisasi Rumah Sakit Pengayoman Cipinang secara menyuluruh dalam rangka
meningkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan layanan kesehatan kepada
narapidana, tahanan, deteni, pegawai dan keluarga serta masyarakat umum.

2) Dukungan revitalisasi berupa rehabiltasi dan renovasi bangunan, sarana dan
prasarana umum, peralatan medis termutakhir, penataan organisasi dan penyediaan
SDM yang berkualitas serta peningkatan alokasi anggaran belanja.

3) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan terkait dengan adanya anggaran titipan di tahun anggaran berikutnya

agar realisasi dan nilai indikator kinerja dapat maksimal
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Demikianlah Laporan Kinerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang tahun anggaran 2021
sebagai perwujudan tanggung jawab dan bahan evaluasi untuk dijadikan umpan balik serta
acuan perencanaan berikutnya yang merupakan salah satu fungsi dan tujuan disusunnya
laporan kinerja instansi pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.
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